BEBERAPA CATATAN TENTANG :
- REFORMASI POLKAM

Qleh s Disi gn._Soep}izpz‘:c.).
( Pengamat masalab Sospol )

1. Penanganan Masalah

POLEAM. .

Penanganan. masalal d:
bidang POLKAM

harus dza_d(nnmm antara

sudah

lain angan oy
mansmul\ 2t kan
POLITIK dan

KEAM ;k’i\zf\i\é li;ulmm N
POLI ”Ix = u{ fnh

merupakan

bagian dars ndang dinamika
masayrakar dalam thot serta
memanizatkan hak dan
kewajiban warganegaranya
dalam mekanisme

peavelenggaraan

SISTEMPEMERINTAHAN
NEGARA,

REAMANAN = Selama
ORBA diavtikan sebagal

bagian dar NATIONAL SE-

CURITY (PENEGAKAN
REDAULATAN) padahal
seharusnya merupakan

fugst
PENEGAKAN HUKUM
(LAW ENFORCEMENT).

bagian dari

Melalui penyatulataan tersebut ternyata
juga diprakiekkan dalam sisiem
pemerintahan antara lain dengan
dibenzuknyva institusi koordinas:
bidang POLKAM dalam kabinet, hal in

jelas menimbulkan kesan bhahwa

pendekatan securiey diterapkan da lam

menanvan:  masalah di bidang

behidupan pelionk masvarakat.

Hal in1 juga dicerminkan oleh adanvya
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cinstitust SOSPOL  di  PEMDA

-'_(DIREI\TORAT s/d DINAS), dimana

~dalam prakiekaya menangani bidang

';zpaiwk selalu dengan. pend&kataﬁ secu-
rity. : :

- Apa yang berlangsung selama ORDE
-BARU menunjukkan bahwa inseitugi

' embma SOSPOL di dagrah maupun di
: gusat senanmsa cenduung me-restriksi

 kegiatan bernada politik di masvarakat

termasukPARPOL ORMAS dan lain-
fain dengan rekomendasi dan SOSPOL
KODAM, vang wungujungnya selale
“DEMI STABILITAS” dan sebagainya.

2. Pengertian FIANKAM

PERTAHANAN adalah wujud dari
fungst SECURITY. NASIONAL vaitu
fungsi penegak kedaulatan negara
melalui pendelkaran MILITER terhadap
ANCAMAN DARJ LUAR NEGER!

Kareaa musuh dari luar sidak dapat
ditanggulang dengan pendekaran LAW
ENFORCEMENT hukum positif

negara melainkan harus dihadapi
dengan dua cara vaitu :

- HARD APPROACH = fungs:
MILITER {perang}/pertahanan

Negara (BUKAN HANKAM)
- SOFT APPROACH = Fungsi
DIPLOMASI (Hukum
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Incernasionai)

KEAMAN/-\N (Nmonai Safetﬂ adalah
bagian dari fungsi pemerintshan Dalam

Neger1 dan_ Penesakan Hukum.

Ancaman terhadap keamanan dalam
negeri dengan ukuran/skala sebesar
.apap.i_;.!ﬁ., adalah merupakan tindak
pelanggaran hukum oleh WNLmaupun
oleh WNA_di wilayah RI. :Sehinggs -
penangguiangannya harus dengan
pendekatan hukum (law enforcement
dengan KUHP dar laintain) dibawzh
pimpinan MENDAGRI/JAKSA
AGUNG atau EAPCLRI, riamun_ bisa
menggunakan unsur-unsur TNI
termasuls sistern senjatanya karena masih
merupakan tindakan polisionil.

Oleh karena tindakan ini merupakan
bagtan dari LAY ENFORCEMENT
maka harus dibarengi dengan
penindakan represif sesuai KUHP dan
UU lain yang dapat diperlakukan
termasuk KUHPT terhadap pelaku-
palakunya sampai ke pengadilan.

Sebagai contoh dapat dikemukakan,
bahwa pada wakeu terjadi KUDETA
MILITER di Thailand {sekitar th. 80 an)
para pelaku vang tertangkap diperiksa,
dan ditindak dengan proses penegakan
hukam sebagai pelaku kriminal biasa
dan berakhir di pengadilan sipil, karena
pelaku kudera dianggap sudah bukan




anggota  militer * (dipecar)  dan
diperfakukan sama dengan para pelaku

perbuatan melawan hukum hinnva.

Memuasuki abad 21, wenulah masiaraka
bangsa Indonesia juga harus siap dan
mampt . membentuk Pemerintahan
Negara vang berkategor: “WORLD
CL—XSS dimana masyvarakat madani
sangakan divujudkan . merupakan
masyarakat vang memiliki keberdavaan

uniuk meneeakkan sistem pemerintahan
AKUNTABEL (dapat
mempertanggung gugatkan kebijakan

Yang

dan program-programny).

Model Pemerintahan seperti itulah yang
diharapkan dapat memberdavakan

masyarakat dalam mengembangkan
kemampuan daya saingnya untuk
memasuki abad 21,

3. Kegiatan intehijen di masyarakat
vang harus mendeteksi sumber-
sumber gangguan keamanan

Belum lama ini beberapa surat kabar

Jdan  media cetak di ihukotla

mempermasalabkan © kelemahan
ILTELIJEN ABRY dalamy mendercks:
penyebab terjadinya kerusuhan dan
bentrokan anzar kelompok vang teriadi
di berbagai daerah termiasuk kasusases
Retapang di Ihakow dil

Datam hubungas ini INTELIJEN ABRI

udak bisa_dipersalahkan sepenvhria,
karena INTELIEN ABRY adilah
intehijen militer vane di desiwn ‘unruk

COMBAT

melaksanzkan funesi

INTELIEN,

INTEL MILITER digerakkan untuk
MUSUH

mengetahu posist, keluatan, organisasi,

mendetekst dengan
jenis alat perang daa persenjataan
musuh termasuk manuver-manuvernya.
Selama ORBA INTELIHEN ‘ARRI
senantiasa dioperasikan “ke daersh
sendirt”, sehingga tentu harus
kemampuan
mendeteksi “musuh”, namun pasti
merupakan COMBAT INTELIGENT
vang diaplikasikan ke

mempraptekkan

dalam
masyarakat.

Oleh karena negara kita adalah
NEGARA HUKUM, maka kewajiban
untuk mendetelsi “MUSUH? di dalam
masyarakat tentu harus oleh INSTITUSI
INTELITEN vang di-desien untuk
melakukan kesiaran INTELIIEN
YUSTISIAL, bukan oleh INTELIJEN
MILITER.

Perbedaan pokoknya cukup jelas, karena
vang dbarnkan sebagai AMUSURY

adalah bukan kekuaran militer fawan,

melankan :

- Orang

organisasi vang menjadi pelaku

pribadi, kelompok,
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und:sk ptd.m.\ [\\“\11 .mupun \\NA}

' i%élﬁka’1'16":pcﬁ‘nl-asa'iL_{hhn
SSOSIALS

- g;mmru;m_}-.Lm_lan._m.

vang “menmbulkan

-+ Mol teradinya’ pu lm:amn mdamn
ey hul\:um

- Modus opérziizdi baru pelaku dndak
p'idﬁ't'm R“lz]l;:hkll‘iﬂ bisw dikenali dan
diantisipasi oleh apamz pcnev.ﬂx
hulsim’ A

=* - Jaringan kerja sama kriminal dsb.

CINTELJEN  MILITER
bergerak di

masyaralar bangsa sendiri, maka bisa

Kalan

dipaksakan untuk

terjadi {banvak peluang terjadinia)
pelanggaran HAM, karena INTELEJEN
MILITER memang  dibolehkan
“melenyﬁpkan” anasir_musuh serta

holeh melakukan/harus melakokan

penculikan tokeli/pimpinan grganisasi
\USU

kmm.umn operasi nuliter pihak sendin,

1 yang dianggap berbahava bagt

dibenarkan melakukan sabotase
mstalast atau provekprovek vitalnya

prhak musult yang berada dimanapun.

Dan selama RESIM ORBA berkuasa

maka telal terbukti adanya ekses-ckses
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_"'mu:,uh i
'RfI\A\ASA ddﬂ R[ i\;'\.PAI\SA untui\
__.menunciul\l\(m DE ke Dl{ ak v.m;,

Lu masuk dmnfm nmsx iamm.l

tersebut vang ‘dirasakan masyarakir -

sepert “penculikanliens 'd'&"‘n" -

nxnlr]ulanu nva_tokoh- mlmh Vo \al_

ORBA serm berb

MBALELC

ataupun RE f\rX‘x A\A unml\

.'_:'menuata kan 9“\0? SIKON rcrrcntu _

‘TEIIH'\] YUS;"I“I‘\!

men "1]2!}(.1'& ri Dk‘l’b Larg n-pcrh Latan va ng

nsn harys

melanggar HAM araupun perhuaran

perbuatan lan vang cenderunpse

meianzmr hukum, karena tujuan

atamanva adalah mencari pelaku/

tersangka pelangear hukom serta kaitan-

kaifan dan Derlenvkamnfsara*m

pelanggaran hukum tersebut untuk
dapar ditindak melalut operasi Law
Enforcement [dan tahap preventif
sampai dengan represif yustistal).

4. Tentang Rancangan Undang-
undang KEAMANAN NASIONA
sebagai penggant: UU A Subsersi

Segala sesuatu vang menvangku:

keamanan di dalam negeri sebatkniya

secara bertahap dialihkan kepada

institus! yang fungsional, vaitu insttus

penegak hukum. Senwia bentuk kegiatan
SPIONASE, TERORISME sampai
dengan SUBVERS] adalah perbuaran-

perbuatan melawan hulkum vang harus




; fmm

_Dz negara negara rm;u sepert AS dan
L '}Ingurzs ancapan dari kegiatan i.ersebut

di atas ditangani institusi INTE_I}'EN
':Pezzeg:m: Hukum di AS yzita olek FBI
dandi Inwras oleh Scodand ‘[ard v:mg
_ 'ﬁeranwkap sebagai - INSTITUSI
CINTELUEN NEGATIE (men angf«.al dasnt
fnengzmﬁcurkan ‘zerakan SPFIONASE
- TERORISME-SUBVERSE dan
SABOTASE pihak musuh dar luar).

Cleh karena negara kita adalah negara
hukum sebaiknya segala KONSEPSL-
KQNSEPSI
ikearmnanan dalam neger: dipersiapkan
oleh institusi-inseitusi pepesak hukum
sepers RETAGUNG, DEP.
KEHAKIMAN, KEPOLISIAN baik

sendirisendiri maupun gabungan,

untulk menesakkan

Sehingga kalau ada nrat menyusun RUU
KEAMAINAN NEGARA (semacam Se-
curity Act.nya Malaysia), sebaiknya
konsep dan arsumentasinva disusun

oleh _jajaran penegak hukum atau
DEPDAGRI, bukan dari instans:-
instansi MILITER ataupun dari
DEPARTEMEN PERTAHANAN
(DEPHANEKAM).

Pendekaran vane tundamental adalah ;
“Ul dibuat uniuk mengavomi

masvarakat oleh institusi penegakan

hukum. melalnl carz-cara penezakan
hukum

SErra sesyal prinsip ‘negara

hukum bukm melalui ;;e-'ademtam Se-

'Lurxt&

vang o m_enzutamaka_r'
STABILJ TAS PEMERINTAHAN E&Lapi

lernyata mengabalhan rasa lamdxlaq dant

ketentmman INEASYar leaar.

CATATAN # (VIDE URATAN BUH_R
3 pada naskah diatag), -

- Pengertian “Musuh” oleh” ABRI
sejak orde baru dipertuas dengan istilzh
“anaman dari luar” dan “ancaman dari
dalam negeri”. Ini konsep ABRI sejak
alchir orde lama dilanjutkan dan
dikembangkan pada selama orde bary,
sehingga Militer (ABRI) PUNYA DALTH
KUAT UNTUEK, MELAKUEAN
OPERASE Militer
“menanggulangi” keamanan dalam

untuk

negeri, karena “ancaman dari dalam
negeri” juga merupakan “musubl yang
membzhayakan kedaulatan negara”,
sehingga harus dihancurkan dengan

aksi/operast muliter.

Jalarta, Junt 1999

lgn. Soeprapro
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